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ABSTRAK

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP), DPR memiliki
kewajiban untuk menjadi lembaga yang terbuka dengan aktif memberikan
informasi secara berkala terkait;berjalannya pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi
Pengawasan, dan Fungsi Anggaran. Namun pada praktiknya, masih ditemukan
seringnya pelaksanaan rapat-rapat dalam DPR dilakukan secara tertutup tanpa
alasan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) rumusan
masalah, yaitu: Pertama, Bagaimanakah mekanisme penentuan rapat Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) secara terbuka atau tertutup? Kedua, Bagaimanakah
pemenuhan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan rapat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Penelitian ini menggunakan metode penelitian
empiris dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama,
bahwa pelaksanaan rapat tertutup dalam DPR didasarkan pada 3 faktor, yakni:
sensitivitas isu yang akan dibahas, data atau informasi yang dimiliki DPR tidak
dapat dipublikasi dalam jangka waktu tertentu, dan kesepatakan para peserta
rapat. Kedua, upaya pemenuhan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik
dilakukan oleh DPR dengan mengikuti kebijakan Open Parliament Indonesia
melalui pembuatan layanan-layanan via daring untuk mengetahui informasi
mengenai DPR  dan rumah aspirasi ' di'* daerah ~pemilthan anggota yang
bersangkutan. Penelitian ini menyarankan agar DPR mengatur secara rinci dan
menyeluruh mengenai isu yang termasuk ke dalam pembahasan rapat terbuka dan
tertutup.
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